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BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penelitian yang berisi jenis data dan
metode penelitian, serta sistemmatika penulisan yang. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat pemerintah
daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan
daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna
anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya berada dibawah naungan
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga keputusan dan kebijakan
yang akan dibuat oleh SKPD harus sesuai aturan yang telah dibuat oleh
Kemendagri.

Salah satu tugas SKPD adalah menyusun laporan keuangan sesuai
dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Tujuan penyusunan laporan
keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan dalam satu periode. Laporan keuangan ini merupakan elemen
penting yang digunakan sebagai perbandingan mengenai realisasi
pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah

ditetapkan, serta berguna untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi,



efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu dalam
menentukan ketentuan terhadap perturan perundang—undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Brebes adalah badan atau salah satu SKPD yang membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang merupakan kewenangan dan pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah. Penyusunan laporan keuangan SKPD harus
dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian mengingat
penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk tanggungjawab SKPD
terhadap uang rakyat yang mereka kelola untuk kegiatan operasional dalam
melayani masyarakat. Penyusunan laporan keuangan oleh SKPD dilakukan
pada akhir tahun dan harus terbebas dari salah saji yang mungkin terjadi.
Salah satu bentuk penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD
adalah menyusun Laporan Realisasi Anggaran. Penjelasan dalam CALK
BPPKAD Kabupaten Brebes, (2019) menyatakan bahwa Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) merupakan laporan yang membandingan antara anggaran
dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, dimana Laporan Realisasi
Anggaran mencangkup unsur—unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan
dalam PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual.

Setiap tahunnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Brebes mendapatkan pengalokasian anggaran yang tidak sedikit



dari Pemerintah Kabupaten Brebes, yang digunakan untuk mendanai
kegiatan kegiatan operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Brebes demi meningkatkan mutu pada kegiatan yang
dilaksanakan. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai data realisasi
anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten
Brebes tahun 2018-2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun

2019
No Utaian Anggaran 2019 Realisast 2019 Persentase % Realisasi 2018
1 |Pendapatan 3.127.500.616.000,00 | 3.096.826.843.150,00 99,02 | 2.834.043.939.110.00
2 |Belamja Daersh 3.330.400.416.000,00 | 3.132251.740.580,00 9405 | 2.825.364.002.156,00
Belanja Tidak Langsung | 1.817.491.038.000,00 | 1.733.675.737.741,00 9649 | 1.619.226.066.484,00
Eelanja Langsung 1.512.909.358.000,00 | 1378.575.982.839,00 91,12 | 1.206.137.933.672.00

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan BPKAD Brebes 2019

Pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Brebes

menganggarkan pendapatan sebesar Rp3.127.590.616.000,00,- dan

terealisasi sebesar Rp3.096.826.845.150,05,- atau sebesar 99,02%.

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2018 yang sebesar
Rp2.854.043.939.110,31,- realisasi pendapatan tahun 2019 mengalami
kenaikan sebesar Rp242.782.906.039,74,- atau sebesar 8,51% dari realisasi
pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja dan transfer untuk tahun anggaran 2019,
Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan sebesar
Rp3.330.400.416.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp3.132.251.740.580,00,-

atau sebesar 94,05%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran



2018 yang sebesar Rp2.825.364.002.156,00,- realisasi belanja tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar Rp306.887.738.424,00,- atau sebesar 10,86%.
Dengan naik turunnya persentase setiap tahunnya dapat

mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran yang
berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu
permasalahan tersebut adalah kurang akuratnya basis data pendapatan
khususnya PAD pada unit-unit kerja pengelola pendapatan yang berdampak
kurang optimalnya pencapaian target pendapatan. Dengan adanya
permasalahan tersebut menimbulkan hambatan yang terjadi dalam proses
penuyusunan Laporan Realisasi Anggaran serta dapat menghambat strategi
dan kebijakan yang diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1.  Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tepat

waktu
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan barang milik daerah

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tahap proses penyediaan anggaran, prosedur penyusunan anggaran
pun berpengaruh penting untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang
sudah direncanakan sebelumnya. Prosedur merupakan suatu urutan—urutan
atau tahap-tahap yang saling berhubungan dalam melaksanakan suatu
kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan
permasalahan diatas, penulis akan mencoba membahas secara obyektif

tentang prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan



1.2

1.3

membandingkan antara teori dengan praktik yang penulis sudah melakukan
penelitian singkat selama Kuliah Kerja Praktik dilaksanakan yang bertempat
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut penulis memutuskan untuk
menggunakan judul “Implementasi Prosedur Penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Brebes”.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes?

2. Apakah ada kendala atau hambatan yang ditimbulkan dalam pengelolaan
pendapatan dan belanja selama tahun 2019?

3. Bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam upaya antisipatif

terhadap kendala tersebut?

Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan
dengan rumusan masalah sehingga dapat memahami apa yang akan diteliti
dalam tugas akhir ini. Sedangkan kegunaan penulisan akan dikaitkan

dengan maanfaat praktis yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini.



1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah: Untuk mengetahui

prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam penerapan PP

No. 71 Tahun 2010.

1. Untuk mengetahui penyajian Laporan Realisasi Anggaran tahun
2019.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditimbulkan dalam pengelolaan
pendapatan dan belanja selama tahun 2019.

3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam upaya

antisipatif terhadap kendala tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penulisan
Kegunaan penulisan tugas akhir ini dikategorikan sebagai kegunaan
teoritis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan penulisan tugas akhir
ini adalah sebagai berikut:

1.  Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah
pengetahuan bagaimana proses penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya pada proses penyusunan

Laporan Realisasi Anggaran.

2. Kegunaan Praktis



Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
A. Bagi Penulis
Kegunaan praktis yang diharapkan bagi mahasiswa adalah
sebagai berikut:

(a) Dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan
untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja di masa
mendatang.

(b) Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta
kreativitas diri di lingkungan kerja sesuai dengan bidang
ilmu dalam perkuliahan.

B. Bagi Instansi
Kegunaan praktis yang diharapkan bagi instansi adalah
sebagai berikut:

(@ Memperoleh tenaga kerja yang diharapkan dapat
berperan serta dalam pelaksanaan pekerjaan dan
pemecahan permasalahan yang ada di instansi dimana
mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Praktek.

(b) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan,
dinamis dan bermanfaat dengan institusi pendidikan,
dimana instansi dapat memperoleh informasi terkait
dengan perkembangan ilmu yang sedang berkembang.

C. Bagi Perguruan Tinggi



Kegunaan praktis yang diharapkan bagi perguruan tinggi

adalah sebagai berikut:

(@ memperoleh  umpan  balik  (feedback)  untuk
menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan  pengguna  (stakeholder)  dilingkungan
pemerintah atau swasta.

(b) Membangun jejaring (networking) dengan pihak

pengguna lulusan.

1.4 Metodologi Penelitian
Metodologi penelituian ini berisi mengenai jenis data penelitian dan
metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai hal

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Jenis Data Penelitian
Penyusunan laporan Tugas Akhir ini dibutuhkan data yang lengkap,
relevan, dan obyektif serta merupakan data yang dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data penyusunan tugas akhir ini
terbagi menjadi dua jenis data yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung
dari objeknya. Pengumpulan data jenis ini diperoleh dengan

melakukan wawancara kepada narasumber mengenai hal-hal yang



berkaitan dengan prosedur penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes
b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari perbandingan Laporan Realisasi
Anggaran tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, Catatan Atas
Laporan Keuangan 2019, arsip-arsip data keuangan SP2D, STS dan
Buku Kas Umum, serta peraturan-peraturan dasar yang menjadi
pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk
mengumpulkan data primer maupun sekunder. Metode-metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data
dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang
dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam
penelitian. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik
terstruktur, dimana peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahaulu

terkait dengan masalah yang ingin ditanyakan kepada narasumber agar
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jalannya proses wawancara dapat terarah dengan baik serta
memfokuskan pada satu topik yang menjadi permasalahan dalam

penelitian.

Berikut ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada

narasumber:

1) Bagaimana tahapan prosedur penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes?

2) Apakah ada kendala atau hambatan yang ditimbulkan dalam
pengelolaan pendapatan dan belanja selama tahun 2019?

3) Langkah-langkah yang diambil dalam upaya antisipatif terhadap

kendala tersebut?

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara untuk mengumpulkan data
diperoleh dari perbandingan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019
dengan tahun sebelumnya, Catatan Atas Laporan Keuangan 2019,
arsip-arsip data keuangan SP2D, STS dan Buku Kas Umum, serta
peraturan-peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan
laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Brebes.

3. Observasi
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Obesrvasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang
dilakukan secara sistematis dalam waktu singkat namun dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Observasi ini bertujuan untuk
mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian. Objek
penelitian yang akan diamati dalam hal ini yaitu Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tentang isi tiap bab dari
tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai

berikut:

BABI PENDAHULUAN

Bab I ini mendeskripsikan tentang latar belakang penulisan,
ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan,

cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB Il GAMBARAN UMUM

Bab Il menjelaskan tentang gambaran umum instansi
pemerintah dan segala sesuatu tentang instansi tersebut
diantaranya sejarah singkat terkait Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Brebes, lokasi



BAB Il

BAB IV
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instansi, visi dan misi intansi, tujuan dan sasaran instansi,
struktur organisasi instansi serta uraian tugas pokok
karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Brebes.

PEMBAHASAN

Pada bab I1l menjelaskan tentang tinjauan teori dan tinjauan
praktik terkait pembahasan dari laporan Tugas Akhir yaitu
Prosedur Penyusuna Laporan Realisasi Anggaran,
hambatan-hambatan dalam penyusunan laporan keuangan
daerah serta langkah-langkah yang diambil dalam upaya
antisispatif hambatan tersebut, selain itu  pemaparan

mengenai hasil wawancara.

PENUTUP

Pada Bab IV berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dan

saran selama melaksanakan kegiatan penelitian.



BAB |1

GAMBARAN UMUM

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BREBES

Bab Il ini akan dipaparkan mengenai sejarah Badan Pengelolaan dan Aset

Daerah Kabupaten Brebes, lokasi instansi, visi, misi, dan tujuan, rencana strategis,

struktur organisasi, dan tugas pokok karyawan, serta sumber daya manusia

(SDM). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1 Tinjauan Umum Objek Penelitian

2.2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah
badan yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Brebes

Pada awal berdirinya BPKAD yaitu semula dengan nama BPKD
(Badan Pengelola Keuangan Daerah) yang dibentuk pada tahun 2001 yang
merupakan penggabungan dari 3 kantor/instansi yaitu Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dan Kantor Kas

Daerah. Bagian Keuangan SETDA dan Kantor Kas Daerah semula

13
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berkedudukan/satu lokasi di komplek Kantor Bupati Brebes yaitu di JI. P.
Diponegoro No. 141 Brebes, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah
(Dipenda) berlokasi di JI. Veteran No. 11 Brebes, kemudian pada tahun
2001 inilah terbentuk dengan nama BPKD yang berlokasi di JI. Veteran No.
11 Brebes.

Kemudian pada tahun 2009 BPKD mengalami perubahan nama
menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. DPPKAD juga
merupakan penggabungan 3 kantor yaitu Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD), Kantor Pengelolaan Pasar (KPP) dan Kantor Pengelolaan
Kekayaan Daerah (KPKD) yang masih berlokasi di JI. Veteran No. 11
Brebes.

Setelah itu pada tahun 2012 DPPKAD kembali berubah nama
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 menjadi
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) yang memisahkan 2
bidang yaitu Bidang Aset Daerah menjadi Bagian Perlengkapan dan Aset
Daerah menjadi salah satu bagian di Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Brebes
dan juga Bidang Pasar bergabung dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Dinperindag) serta juga menambah 1 bidang baru pada
DPPKAD vyaitu Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea

Perolenan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang tadinya menjadi
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kewenangan pemerintah pusat dan sekarang menjadi kewenangan
pemerintah daerah.

Kemudian pada tahun 2017 mengalami perubahan lagi menjadi Badan
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dimana
Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah yang semula merupakan salah satu
Bagian di Sekretariat Daerah kembali bergabung menjadi salah satu bidang
di BPPKAD yaitu Bidang Aset.

Terakhir pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes, BPPKAD dipecah menjadi 2 badan yaitu Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kab. Brebes. Sekilas sejarah terbentuknya Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sampai dengan

sekarang masih berkedudukan di JI. Veteran Nomor 11 Brebes.

Lokasi Instansi

Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Brebes berada di Jalan Veteran No. 11 Kecamatan Brebes, Kabupaten
Brebes, Jawa Tengh 52212, Telepon (0283) 671667, website:

http://bppkad.brebeskab.go.id , e-mail: bppkad@brebeskab.go.id



http://bppkad.brebeskab.go.id/
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2.4 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Brebes

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

2.4.1 Visi

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan

Masyarakat yang Prima dan Optimal.

2.4.2 Misi

Guna mewujudkan kondisi yang terkandung dalam visi, maka misi

yang dilaksanakan adalah:

a.

b.

Mengoptimalkan Pendapatan Daerah

Mewujudkan  Manajemen  Penganggaran yang semakin
Berkualitas melalui

Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD
Melaksanakan Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi asas
akuntabilitas dan transparansi

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang

Pengelolaan dan Keuangan Daerah
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2.4.3 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Brebes
Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes untuk lima tahun ke depan adalah:
a. Tujuan
Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,
dengan indicator pencapaian tujuan adalah opini BPK
b. Sasaran dari tujuan tersebut di atas
Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, dengan indikator pencapaian sasaran sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu (Bulan Maret)
2. Penetapan APBD Tepat Waktu
3. Peningkatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan
BMD/Aset
4. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikator

pencapaian sasarannya target pendapatan daerah

2.4.4 Rencana Strategis dan Kebijakan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes
Strategi dan kebijakan yang diterapkan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
4.  Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tepat

waktu
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Upaya-upaya yang dapat dilakukan supaya dapat menyusun

Laporan Keuangan Daerah tepat waktu adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyusun laporan
keuangan di tiap - tiap OPD dll

2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penyusun
laporan keuangan OPD

3. Melaksanakan tindakan tegas terhadap OPD yang terlambat
menyusun Laporan Keuangannya

4. Menetapkan dengan penganggaran, meskipun untuk saat ini
belum optimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tepat waktu

Dalam rangka melaksanakan penetapan APBD tepat waktu, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

mengupayakan pembuatan sistem yang integral dari perencanaan

sampai:

Peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan manajemen

pengelolaan

aset daerah antara lain:

1.

2.

3.

Melakukan pendataan/inventarisasi barang milik daerah
Melakukan pengamanan barang milik daerah

Menyelesaikan permasalahan barang milik daerah
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4.  Melakukan penghapusan terhadap barang-barang milik daerah
yang sudah tidak bisa dimanfaatkan
5. Menyempurnakan sistem pelaporan barang milik daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah
khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah yang terus menerus
dan berkelanjutan sehingga dapat memperkecil ketergantungan
terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat, hal ini dapat
ditempuh dengan kebijakan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi
daerah.

Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance)
dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Pelaksanaannya
dilakukan melalui:

1)  Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem
perpajakan dan retribusi daerah

2)  Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi
pengenaan pajak dan retribusi

3)  Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada
masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi
daerah

4)  Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah

5)  Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan terkait
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6)  Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah

7)  Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Usaha yang dilakukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses

ini meliputi:

1.  Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan
data perpajakan yang bersangkutan

2. Pengkajian penerapan jenis pajak/retribusi baru

3. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB-P2
(Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan BPHTB
(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang telah
didaerahkan

4.  Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya
pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat
ditempuh  dengan perbaikan  manajemen, peningkatan
profesionalisme BUMD, perbaikan manajemen, peningkatan

profesionalisme , serta memperkuat permodalan BUMD
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Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dapat dijabarkan melalui gambar berikut

KEPALA

DR. DRS. ANGKATNO, SH., M.PD.

NIP. 19610812 198201 1 009

SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

ANANTO HERIWIBOWO, S.H., M.Si

NIP. 19700808 199703 1 006

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

INDRIANI SAPUTRI, S.E.

NIP. 19820529 201502 2 001

SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

DIAN FITRIANI ASIH MURWANI, S.E.

NIP. 191780908 201001 2 002

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

NUROKHMAN, S.E.

NIP. 19740308 199402 1 001

SUB BIDANG PERBENDAHARAAN

KRIS ARDIYANTY TRISNAWATI, S.E.

NIP. 19740610 20101 2 003

SUB BIDANG KAS DAERAH

KRISNITA YULIANTI, S.Sos.

NIP. 19730725 200501 2 008

SUB BIDANG BELANJA GAIJI, TRANSFER
DAN PEMBIAYAAN

INDRIANI SAPUTRI, S.E.

NIP. 19820529 201502 2 001

BIDANG ANGGARAN

ASFIATUL MUTTAQIN, S.E.

NIP. 19631101 200604 1 004

SUBBID PERENCANAAN & EVALUASI ANGGARAN

BIDANG ASET DAERAH

Drs. DIDING SUANDI, M.Si.

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NIP. 19690506 199501 1 001

WENNY ARIFIA PURWANI, S.E.

NIP. 19790608 200501 2 019

SUBBID PEMANFAATAN & PENGENDALIAN ASET

SUB BIDANG AKUNTANSI

KHOERUL UMAM, S.E.

NIP. 19780702 200904 1 003

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN

IRFAN JUNAEDI, S.E., M.Si.

NIP. 19760823 200904 1 001

RIANTI CAHYA DEWI, S.E., M.Akun.

NIP. 19850608 201101 2 004

SUBBID PENATAUSAHAAN ASET

SUB BIDANG PELAPORAN

EKO BUDI SANTOSO, S.E.

NIP. 19800316 201001 1 016

UPT

WIRYO, S.E., M.Si.

NIP. 19790623 201001 1 016

REKI ANJAR KUMORO, S.Kom.

NIP. 19790425 201001 1 005

SUBBID ANALISA KEBUTUHAN &
PEMINDAHTANGANAN ASET DAERAH

TOM PRIYO PRATOMO, S.Si.

NIP. 19780926 200501 1 011

KEPALA BPKAD KAB. BREBES

Dr. Drs. ANGKATNO, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610812 198201 1 009
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2.5.1 Fungsi dan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Brebes

Kegiatan kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
setiap bidang memiliki fungsi dan tugas pokok masing-masing agar
jalannya kerja instansi dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah Fungsi dan tugas pokok Badan Penglolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes berdasarkan
bidangnya:

1. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pengelolaan pendapatan Keuangan dan aset daerah

2.  Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas
di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang

pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah
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Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah

Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Keuangan dan

aset daerah

Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai
pedoman dan acuan pelaksanaan tugas

Merumuskan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerahsebagai dasar pelaksanaan kegiatan

Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan lembaga perangkat daerah
terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun
lembaga diluar kedinasan

Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas
bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan
prinsip pembagian tugas habis

Menyelenggarakan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di
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jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga
diluar kedinasan

6) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan
mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan
keuangan, urusan umum serta kepegawaian

7)  Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan
mengarahkan pelaksanaan kegiatan

8)  Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevalusi
hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja

9) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan

. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi,
pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bidang Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
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Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di
lingkungan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan,
kearsipan kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan
administrasi di lingkungan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana di lingkungan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

terkait dengan tugas dan fungsinya
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Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Menyusun konsep program kerja badan sebagai pedoman dan
acuan pelaksanaan tugas

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
singkronisasi pelaksanaan tugas badan

Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip
pembagian tugas habis

Mengonsep program kerja dan laporan badan dengan
mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari
bidang—bidang

Menyelia pengelolaan keuangan badan dengan cara
mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja
umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan
Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan,
kehumasan dan hukum

Menyelenggarakan ketatausahaan badan dengan menyelia
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan
Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan dengan
mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis,
pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta

penghapusan barang inventaris
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9)  Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian badan untuk
mengoptimalkan Kinerja sumber daya manusia

10) Mengarahkan dan menilai  kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja

11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan

. Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Tugas Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam adalah

melakukan  perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang akuntasi

dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1.  Pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang
akuntansi dan pelaporan

2.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan, sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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Merumuskan konsep program kerja bidang akuntansi dan
pelaporan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
sinkronisasi pelaksanaan tugas

Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip
pembagian tugas habis

Menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah sesuai kebijakan
akuntansi Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan

Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan
OPD

Melaksanakan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah
Melaksanakan pembinaan kepada OPD sehubungan dengan
sistem akuntansi yang dianut Pemerintah Daerah

Menyajikan informasi keuangan daerah

Mengarahkan dan  menilai  kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja
Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
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12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

. Bagian Aset Daerah
Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perumusan konsep dan
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi,
pelaporan bidang pemanfaatan, pengendalian aset dan penatausahaan
aset daerah
Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:
1.  Pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan barang danaset daerah
2.  Pelaksanaan inventarisasi barang daerah, pemeliharaan serta
penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak
3. Pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah
4.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya
5.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Bidang Aset Daerah, sebagai berikut:

1)  Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis bidang
aset daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas
2)  Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud

sinkronisasi pelaksanaan tugas
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3)  Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip
pembagian tugas habis

4)  Melaksanakan kegiatan untuk menganalisa dan menyusun
standarisasi harga barang dan jasa

5)  Melaksanakan pembuatan rencana kebutuhan barang.

6) Melaksanakan kegiatan barang dan jasa

7)  Melaksanakan Inventarisasi, perawatan, pemeliharaan dan
penghapusan barang

8) Mengarahkan dan menilai  kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja

9) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan

. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas
perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang Perbendaharaan, Kas daerah,
dan pengadministrasian pelaksanaan Belanja Tidak Langsung (BTL)

dan Pembiayaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
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Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

1.

Pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang
perbendaharaan, Kas Daerah, Belanja Tidak Langsung dan
Pembiayaan

Pengelolaan administrasi keuangan atas Belanja Tidak
Langsung (BTL) dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya

Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, sebagai

1)

2)

3)

4)

berikut:

Merumuskan konsep program kerja bidang perbendaharaan dan
Kas Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
sinkronisasi pelaksanaan tugas

Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip
pembagian tugas habis

Merumuskan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas

Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan

Menjabarkan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah melalui pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan

Merumuskan analisis anggaran belanja langsung, belanja tidak
langsung, serta belanja tidak langsung dan pembiayaan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Merumuskan penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari
Organisasi Perangkat Daerah

Merumuskan pembuatan daftar penguji atas Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan
Mengkoordinasikan proses pengajuan pencairan dana-dana yang
berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber
dana lainnya

Melakukan penjagaan liquiditas kas daerah

Merumuskan laporan kondisi riil Kas Umum Daerah secara
harian dan bulanan

Mengkoordinasikan penatausahaan deposito dan investasi

daerah



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

33

Mengkoordinasikan pembukuan, pemeriksaan, serta penelitian
Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan dan bentuk tanda bukti
penerimaan lainnya

Mengkoordinasikan rekonsiliasi keuangan keuangan daerah
dengan instansi terkait

Merumuskan petunjuk teknis tentang perbendaharaan
Merumuskan permasalahan bidang perbendaharaan dan ganti
rugi serta mengkoordinasikan permasalahannya

Mengarahkan dan  menilai  kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja
Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas perumusan konsep dan

pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi,

pelaporan Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung dan Pembiayaan Daerah.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
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Pengkoordinasian kegiatan dantugas penunjang serta tugas yang
bersifat rutin

Perencanaan dan analisa kegiatan, program sertau rusan yang
menjadike wenangan bidang anggaran

Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Bidang Anggaran, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis bidang
anggaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
sinkronisasi pelaksanaan tugas

Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip
pembagian tugas habis

Melaksanakan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan
penyusunan rancangan dan perubahan prioritas dan plafond
Anggaran Sementara (PPAS)

Melaksanakan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan
penyusunan rancangan dan perubahan APBD

Melaksanakan kegiatan administrasi dan pengelolaan anggaran.
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7)  Mengarahkan dan menilai  kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja

8) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2.6 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari 1
jabatan Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 2 kepala sub bagian
dan 10 kepala sub bidang. Jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam
tahun 2021 sebanyak 78 orang, tersebar dalam 1 sekretariat BPKAD dan 4

bidang yaitu:



Tabel 2. 1 Data Pegawai BPKAD Kab. Brebes
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Jumlah Pegawai

Bidang Tenaga
PNS Tenaga Kontrak  Sukwan

1) ) 3) (4)

Sekretariat 20 1 1

Bid. Anggaran 8 1 -

Bid. Akuntansi & Pelaporan 9 1 1

Bid. Perbendaharaan 16 2 3

Bid. Aset 12 - 3

Jumlah 65 5 8

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari 2021)



BAB Il

PEMBAHASAN

Pada Bab Il ini akan dipaparkan penjelasan mengenai pembahasan tentaang

rumusan masalah yang telah disampaikan. Pembahasan ini dilakukan dengan

melihat teori yang telah didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan

dibandingkan dengan kegiatan praktik yang ada di perusahaan atau instansi.

3.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori akan menjelaskan dasar teori yang dijadikan sebagali

pegangan dalam penelitian ini. Teori yang ada didasarkan pada teori-teori yang

dapat mendukung penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

3.11

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Pemerintah (Niu, Karamoy and Tangkuman, 2014).
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan

telah diatur dalam pasal 1 ayat (11) PP No. 71 Tahun 2010.
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Sebelum diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010, Presiden telah
mendatangani PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi
Pemerintahan yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
menggunakan basis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana
menggunakan basis akrual. Akan tetapi, penerapan PP No. 24 Tahun
2005 hanya bersifat sementara, hal tersebut diamanatkan dalam dalam
pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja yang menggunakan basis akrual belum
dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis
kas.

Selanjutnya pada tahun 2010 telah diterbitkan PP No. 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana pasal ini
mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis
akrual. Hal ini semakin diperjelas dengan diterbitkannya Permendagri
No. 64 Tahun 2013 sehingga model akuntansi berbasis akrual mulai
diterapkan pada tahun 2015. Berikut adalah hal-hal yang ditegaskan
dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013:

1. Adanya akuntansi anggaran
2. Akun ekuitas diklarifikasi sebagai: Ekuitas, Ekuitas Saldo

Anggaan Lebih (SAL), dan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
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3. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) selalu dilawankan dengan akun Estimasi
perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

4. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD (termasuk
SKPKD selaku SKPD) adalah: Neraca, LRA, LO, LPE, dan
CaLK. Sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat ke enam
laporan keuangan SKPD namun ditambah dengan Laporan Arus
Kas

5. Pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran

6. Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selalu berkaitan
dengan dikeluarkannya kas, ketika sudah timbul kewajiban maka

beban harus segera diakui

3.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 29
Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan,
penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian
keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan
APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berterima umum.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia terdapat tiga bagian

subsatansi  yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan



3.1.3
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pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang berada dicangkupan
yang lebih luas adalah memberikan arahan kepada pemerintah yang
cangkupannya lebih sempit. Dengan adanya sistem pemerintah dapat
menghasilkan pendapatan pajak dan bukan pajak yang lebih besar
sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sistem bagi
hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas

pemerintahan.

Laporan Keuangan Daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah telah diatur dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 yang mejelaskan
bahwa laporan keuangan pemerintah adalah laporan yang terstruktur
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaki yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah
daerah adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi
dan pinjaman
4. Pemerintah
Berdasarkan lampiran | PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menyebutkan bahwa peranan

laporan keuangan adalah sebagai berikut:
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1. Akuntabilitas
2. Manjemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antar Generasi
5. Evaluasi Kinerja

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan
keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan Laporan PPKD sebagai
PPKD/BUD. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 komponen laporan
keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realiasasi Anggaran merupakan laporan yang
menggambarkan perbandingan terkait penyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh
pemerintah daerah dalam satu periode entitas pelaporan. Unsur-
unsur yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas
pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan
laporan yang menyajikan informasi terkait naik atau turunnya
Saldo Anggaran Lebih dalam satu periode entitas pelaporan
dibandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Neraca
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Neraca merupakan salah satu komponen penting dalam
laporan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan
terkait posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang terdiri dari
aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menggambarkan
terkait penyajian sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah sebagai
bahan pertimbangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah
dalam satu periode entitas pelaporan. Unsur-unsur yang ada
dalam Laporan Operasional adalah pendapatan-LO, beban,
transfer dan pos-pos luar biasa.

Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laopran yang
menyajikan informasi terkait kas dimana laporan ini
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo
akhir kas sehubungan dengan adanya aktivitas operasi, investasi ,
pendanaan, dan transitoris oleh pemerintah daerah selama periode
tertentu. Unsur-unsur yang ada dalam laporan ini adalah terkait
penerimaan dan pengeluaran kas.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang

menyajikan informasi terkait naik atau turunnya ekuitas pada satu
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tahun periode pelaporan dibandingkan dengan periode tahun

sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan
naratif terkait rincian dari angka-angka yang terdapat dalam
laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubaha SAL, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,
serta Neraca. Selain itu, Catatan Atas Laporan Keuangan juga
berisi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan suatu
entitas pelaporan serta berisi ungkapan-ungkapan yang
diperlukan untuk dalam menghasilkan laporan keuangan secara
wajar.

Laporan keuangan pemerintah yang sudah dijelaskan diatas
merupakan elemen penting yang digunakan sebagai perbandingan
mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta berguna untuk menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas dan efisiensi suatu entitas
pelaporan dan membantu dalam menentukan ketentuan terhadap

peraturan perundang—-undangan.
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3.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 16 ayat

(1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan

setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Serta Undang-Undang No. 17

Tahun 2003 pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa APBD terdiri atas

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah terdiri atas anggaran

pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

1.

Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan adalah anggaran atas hak pemerintah
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Anggaran Belanja

Anggaran belanja adalah anggaran atas kewajiban pemerntah
daerahyang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Anggaran Pembiayaan

Anggaran pembiayaan adalah anggaran atas pemerimaan yang
perlu dibayar kembali dan atau pengeluaranyang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk

menbandingkan antara rencana dengan hasil yang telah dicapai

(Mamuaja, 2020). Selain itu, anggaran merupakan hal penting bagi

pemerintahan karena menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan.
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3.1.5 Laporan Realisasi Anggaran

Salah satu bentuk penyusunan laporan keuangan yang dilakukan
olen SKPD adalah menyusun Laporan Realisasi Anggaran. Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang membandingan
antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, dimana
LRA mencangkup unsur—unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan .
Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintah
yang disajikan dalam PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yakni dalam waktu
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun Laporan Realisasi
Anggaran bisa disajikan 2 kali dalm setahun, yaitu laporan semesteran
dan laporan tahunan. Siklus anggaran terdiri atas penyusunan anggaran,
pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pelaporan
pertanggungjawaban anggaran. Adapun penyusunan rencana kerja yang
diatur dalam PP No. 21 Tahun 2004 Tentang RKA-KL.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang disajikan dalam PSAP No. 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran, informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran yaitu mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer atau
defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, sehingga informasi

tersebut berguna bagi pengguna laporan sebagai alat dalam
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mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi,

akuntansi dan ketaatan entitas pelaporan terhadap dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi.

2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna
dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

4. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada
para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan
sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif,
dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya
(APBN/APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3.1.6 Sistem Prosedur Akuntansi Realisasi Anggaran
Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2018
Tentang Ssistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerag Provinsi
Jawa Tengah menjelaskan bahwa, Sistem dan prosedur Akuntansi

Realisasi Anggaran menggunakan jenis, obyek, dan rincian obyek
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pendapatan atau belanja sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun
2006. Sedangkan kelompok jenis rekening (akun) Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) mengikuti ketentuan PP No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga perlu dilakukan konversi

yang berbeda sebagai berikut:

Belanja Tidak BELANJA OPERASI

Langsun e

Belanja Pegawai Belanja Pegawai
Belanja Barang

Belun!u I.unrésung Belanja Bunga

Belanja Pegawai Belanja Subsidi

Belanja Barang Belanja Hibah

dan Jasa

Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan
Keuangan
BELANJA MODAL
BELANJA TIDAK
TERDUGA
TRANSFER

Gambar 3. 1 Konversi Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi

Anggaran Untuk SKPD
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Belanja Tidak z

BELANJA OPERASI
l“ll(“&'“lul
|Bunga IBclanja Pegawai
Subsidi Belanja Barang
IHibah Belanja Bunga

Belanja Subsidi

/)

AT/

IBantuan Sosial

IBclﬂnja Bagi Hasil Belanja Hibah

IBamuan Keuangan

Belanja Tidak
erduga

IBelanja Bantuan Sosial
IBclanja Bantuan

Keuangan

IBELANJA MODAL

[BELANJA TIDAK
TERDUGA

[TRANSFER

Gambar 3. 2 Konversi Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi

Anggaran Untuk PPKD

Sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah mengalami perubahan yang kedua dengan Permendagri No. 14
Tahun 2016 , Hibah dan Bansos dalam bentuk barang atau jasa
dianggarkan pada Belanja Program atau Kegiatan (Belanja Langsung)
SKPPD dengan kelompok Barang atau Jasa, jenis dan obyek belanja
Barang atau Jasa yang akan dihibah atau bansoskan. Maka sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerinbtah dan Permendagri No. 32 Tahun

2011 pada Laporan Realisasi Anggaran perlu dikonversi dipindahkan
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pada kelompok Belanja Operasi jenis: Belanja Hibah atau Belanja

Bantuan Sosial.

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Langsung Belanja Bunga
Belanja Pegawai Belanja Subsidi

Belanja Barang dan
Jasa: /

1). Hibah barang/jasa

yang diserahkan Sosial
kpd pihak I/ masy -
2). Bansos barang/jasa Belanja Bantuan

yang diserahkan Keuangan
kpd pihak IlI/masy

Belanja Modal

Belanja Hibah

Belanja Bantuan

Gambar 3. 3 Konversi Hibah dan Bansos

Sebagaiman konversi yag telah dijelaskan diatas akan berdampak pada
Realisasi LRA Belanja Hibah dan Belanja Bansos yang melampaui
anggarannya sehingga bertentangan dengan Perda APBD yang
menegaskan bahwa anggaran Belanja adalah batas tertinggi.
Berdasarkan hal tersebut maka pada Catatan Atas Laporan Keuangan
perlu dijelaskan mengenai realisasi yang melampai anggarannya.

Sehingga bagan alir atas prosedur tersbut adalah sebagai berikut:
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| Pencatatan | Penggolongan | Pengikhtisaran | Pelaporan |

INPUT — PROCESSING / — OUTPUT
” PENGOLAHAN
JURNAL
Bukti |
Transaksi

Buku Besar

_ o |
|
ki |

Lap Keu Pokok

Gambar 3. 4 Bagan Alir Prosedur Laporan Keuangan

3.2 Tinjauan Praktik
Tinjauan praktik akan dipaparkan mengenai pembahasan masalah
yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah

Kabupaten Brebes sebagai objek penelitian.

3.2.1 Latar Belakang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Brebes

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Brebes adalah badan yang membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah. Salah satu SKPD tugas yang harus
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dilaksanakan adalah menyusun laporan keuangan sesuai dengan
aturan dan pedoman yang berlaku. Tujuan penyusunan laporan
keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan dalam satu periode. Salah satu bentuk
penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD yaitu
menyusun Laporan Realisasi Anggaran. Berperan sebagai elemen
penting, Laporan Realisasi Anggaran digunakan sebagai
perbandingan mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer dan
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta berguna
untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu dalam menentukan

ketentuan terhadap perturan perundang—undangan.

Kebijakan Akuntansi yang Digunakan Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasr-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam
menyususn dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran

antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Brebes
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memiliki kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan secara formal
terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem  pencatatan
administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati
Brebes Nomor 056 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Brebes dengan pokok-pokok sebagi berikut:

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelpaoran Keuamgan Daerah

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan
entitas. Aktivitas laporan keuangan, entitas dibagi menjadi 2
(dua) yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebbih entitas akuntansi yang menurut ketentuan dan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah
Kabupaten Brebes.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2019 yaitu basis
akrual. Agar dapat menyajikan kembali Neraca tahun
sebelumya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi. Tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar. Sedangkan Laporan Realisasi
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Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan
Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat diterima di
rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan
Keuangan
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai
berikut:
a. Pengukuran Pendapatan
Pengukuran pendapatan dalam penerapannya dipilah
menjadi 2 (dua) yakni:
1) Pendapatan LO
Penjelasan dalam CaLK BPPKAD Kabupaten Brebes,
(2019) Pendapatan LO adalah hak atas pemerintah
daerah yang diakui sebagi penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu membayar kembali. Pendapatan LO diakui
setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas
pendapatan terkait atau pada saat pendapatan
direalisasi. Pendapatan ini diukur dan dicatat

berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan
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penerimaan bruto. Dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah  dikompensasikan  dengan  pengeluaran).
Besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud
dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai. Maka asas bruto dapat
dikecualikan (Dr. Haryanto dan Dr Arifuddin, 2018).
Pendapatan LRA
Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten
Brebes Tahun 2019 menjelaskan Pendapatan LRA
adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA menggunakan
basis kas sehingga diakui pada saat diterima direkening
Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.
Pendapatan ini meliputi:
(a) Pendapatan Asli Daerah LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nilai

yang diterima dan tercantum dalam Bukti

Penerimaan atau Surat Tanda Setoran

(b) Pendapatan Transfer LRA
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Pendapatan ini diukur sesusi dengan jumlah
nominal alokasi dana yang diterima dalam
rekening Kas Umum Daerah.

(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA
Diukur sesuai dengan jumlah nilai kas yang
diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening

Umum Kas Daerah.

b. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah

dimana dalam LRA disebut dengan belanja. Sedangakn

dalam LO disebut dengan beban.

1)

2)

Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
asset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dan
diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban
yang terjadi selama pelaporan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang akan diperoleh
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pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
ercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari
Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening
Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.
c. Pengukuran Transfer
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil untuk
kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah
transfer keluar diukur dan dicatat sebagai nilai SP2D yang
diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk
kepentingan penyusunan Laporan Operasional pendapatan
transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan
transfer bagi pemerintah daerah yang bersangkutan kepada
pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang
sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Pengukuran Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-
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tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran
pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai
nominal dari transaksi dan dilaksanakan berdasarkan asas
bruto.

. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank.
Sedangakan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek
yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta
bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu
investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud
mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari
tanggal perolehannya.

Kas terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

3) Kas di Bendahara Penerimaan

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

5) Kas di dana BOS

Setara Kas terdiri dari:

1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3

(tiga) bulan
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2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau
kurang dari 3 (tiga) bulan.
Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang
artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila
terdapat kas dalam bentuk valuta asing maka dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.

f. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah.

Implementasi Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Brebes

Secara umum penyusunan Laporan Realisasi Anggaran untuk
proses pendapatannya vyaitu ketika suatu SKPD memiliki setoran
pendapatan maka pendapatan tersebut masuk ke dalam rekening Bank
Jateng selaku pemegang kas umun daerah. Kemudian dari Bank

Jateng akan diteruskan ke Bidang Perbendaharaan yang selanjutnya
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akan dilakukan pencatatan oleh Bidang Akuntansi. Setelah adanya

pencatatan atas transaksi tersebut maka akan disusun Laporan

Realisasi Anggaran.

Selanjutnya, alur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran untuk
proses Belanja dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah
yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah
daerah. Unsur-unsur yang ada dalam Belanja Langsung yaitu Belanja
Pegawai yang meliputi: Pembayan Gaji, Pembayaran Lembur,
Pembayaran Uang Makan, Pembayaran Honoraium Tetap/Vakasi.
Sedangkan Belanja Tidak langsung adalah belanja yang tidak
berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
pemerintan daerah yang meliputi Pembayaran Honorarium,
Pembayaran Langganan Barang dan Jasa, Pembayaran Perjalanan
Dinas, dan Pembayaran Pengadaan Tanah. Prosedur penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung adalah sebagai
berikut:

1)  Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat
oleh Bendahara Pengeluaran yang harus disetujui oleh Kepala
SKPD.

2)  Setelah disetujui maka akan dibuat Surat Perintah Membayar
(SPM) yang akan diajukan oleh masing-masing pengguna

anggaran.
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3)  Dari Surat Perintah Membayar selanjutnya diajukan ke BPKAD
melalui Bidang Perbendaharaan. Setelah disetujui maka akan
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

4)  Kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada Bidang Akuntansi
untuk dilakukan pencatatan atas bukti transaksi tersebut.

5) Dari pencatatan atas transaksi tersebut maka akan disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Berikut ini adalah skema dari alur proses tersebut:

SKPD PPKD (BPKAD)

SPP |——|SPM SP2D

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah

penyesuaian, Bidang Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun
yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran yaitu
dengan kode akun yang berawalan 4, 5, dan 6. Bersamaan dengan
pembuatan Laporan Realisasi Anggaran, Bidang Akuntansi SKPD
juga melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun Laporan
Realisasi Anggaran dengan cara membuat nilai akun-akun Laporan
Realisasi Anggaran menjadi 0 (nol). Berikut adalah contoh jurnal

penutup Laporan Realisasi Anggaran

4.01.01.XX Pendapatan-LRA XXX
5.01.01.XX Belanja XXX

7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
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7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SIKPA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SIKPA XXX
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Bidang
Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan
entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran
dalam dua formst yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No. 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang
diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2006 yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Penatausahaan & Pertanggungjawaban Penerimaan

Uraian

Bendahara
Penerimaan

PPK-SKPD

Pengguna Anggaran |

l BUD

1. Berdasarkan dokumen SKP
Daerh, SKR, STS, dan Swat
Tanda Bukti PembayamnBukti

Lain yang Sah,
Panenmaan melakukan
peratausahaan panenmaan.

2. Dari proses penetausahaan
pererimaan, Bendahama
Penenmaan akan manghasilkan
dokumen sebagal berikut:

- BKU Penerimaan

- Buku Pembantu (Rincian Objek
Penerimaan)

- Buku Rekapitulasi Penerimaan
Harian

3. Berdasarkan ke iga dokumen
tadi ditambah dokumen SPJ
Panerimaan Pembanty,
Bendahara Penerimean
mambuat SPJ Penerimean.

Lampiran SPJ P

- Buku Pembantu Per Rincian
Objek Penerimaan

- Buku Rekapitulasi Penerimaan
Haran

- Bukti Penerimaan &in yg sah

»

. Bendahara Penerimaan
manyerahkan SPJ Penerimaan
kepada PPK-SKPD palng
lambet tanggal 10 bulan
berikutnya

5. PPK-SKPO menyerahkan SPJ
Penenmaan kepada Pengguna
Anggaran paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

8. Selolah diotorisasi, Pengguna
Anggaran menyerahkan SPJ
Panenmaan kepada BUD paing
lambat tanggal 10 bulan
berlkutnya

7. Dalam rangka rekonstiasi
pererimazn, BUD memverifikasi,
mengevaluasl, dan menganalisis
SPJ Penedmaan.

8. Kemudian BUD mengesahkan
SPJ Panermaan.

9. BUD memyerahkan Surat
Pengesahan SPJ kepada
Pangguna Anggaran,

—
Tg! 10 buan

baricutryn

SPS
Fenerimaan

| Tgl10tulsn
berkutmyn

5PJ
Fanedmaan

Dizki
Aangka

Sunt
Pangesahan
5P

Tgl 10 tuan
beriatnm

ukan Dalgm
Aakonsiigs:
Penerimain

Gambar 3. 5 Bagan Alir Prosedur Pembuatan SPJ
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Berikut ini adalah contoh format Laporan Realisasi Anggaran yang

digunakan oleh SKPD Kabupaten Brebes tahun 2019:

PEMERINTAH KABUPATEN
BREB
LAPORAN REALISAS] ANGGARAf‘s
UN“’K TAMUN YANG BERAKHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 20%1 dan 2040

han 1 Urusan wajin
g 1.20
| MM'\ Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
| " Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20.05 DPPK s
unt 1sas! 1.20.05. 01 DPPK
| ’“ organ
| /r""‘—' ORATAN )
ANGGA
| [yovmr RAN | REALISAST J s
PENDAPATAN
1
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
111 pendapatan Pajak Daerah 00X 00X ! 00K
14.2 Pendapatan Retribusi Daerah 00X 00X | 00X
443 Pendapatan Hasil Peng Kekayaan Daerah Yang 0K wx | 0
: Dipisahkan }
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah XX O 000X
2 BELANJA
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
21.1 Belanja Pegawal X0 00X X000 '
21.5 Belanja Hibah X000 00X X0
2.2 BELANJA LANGSUNG
12.1 Belanja Pegawal 0 00X Y00X
2.2 Belanfa Barang dan Jasa Y00 X000 XX
2.3 Belanga Modal YOO X000 XX
SURPLUS / (DEFISIT)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
e
KEPALA SKPD...oocousiunssnns
(NAMA LENGKAP)
NIP.JO0000KX 000X X XXX

Gambar 3. 6 Laporan Realisasi Anggaran SKPD format Permendagri
No. 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Permendagri No. 21

Tahun 2011
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Selain format diatas. Laporan Realisasi Anggaran Yyang
digunakan oleh SKPD Kabupaten Brebes tahun 2019 juga
menggunakan format PP No. 71 Tahun 2010 yang tampak

sebagai berikut:

LAPORAN REAY 18As; ANGOA.A
N

UNTUX TAHUN YANG BERAX MR SAMPA| p NGAN 3 1
FEMnen y0
1 dan 20w

1 Unsan w,
Antah?” K
1.20 Otonomi Daeran
,
”_,.mmol" Perangkm [,..’nh"::ﬂmmun Urnum, Adminig,
> 1.20.08 DPPK ! Awaian dan P.,unrm:\.ﬂ Keusngan aeran,
” d
L ~1.2005.01 DPPK
r "
) ' ] ‘“! ! —
¥ """ URAIAN = -
A :
@ ‘_M REALISAST | LFRIH/
__KURANG
m‘mvnm
PENDAPATAN ASLI DAERAH |
pendapatan Pajak Daerah
X000
pendapatan Retribusl Daerah X000 SIS |
Hasll Pengelol P00 000 poves
‘ pendapatan Ha ‘engelolaan Kekayaan Daerah Yang |
Dipisahkan Y000¢ 000¢ pered ‘
$ Laln-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah
¢ 00 000X [99s 4 )
BELANJA 1
| BELANJA OPERASI [
| |
|
| Belanfa Pegawal [
p | 000K 00X 000 |
‘ lanja Barang
\ Bean) X000 00X 2000C
‘ ‘ Belanja Hibah
o BELANJA MODAL
8
p ‘ Belanja Peralatan dan mesin 00X |
< l Belanja Bangunan dan Gedung Y0
% | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan YO OO ‘
i 1l Belanfa Aset Tetap Lalnnya 00X S } |
|
] | |
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Gambar 3. 7 Laporan Realisasi Anggaran SKPD format PP No. 71

Tahun 2010
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3.2.4 Hasil Pencapaian Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019

Penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan data tahun 2019
dengan perbandingan yang digunakan yaitu data tahun 2018 yang
diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Brebes.

Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi
pencapaian efektif dan efisien terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan yang dilaksanakan pada 4 urusan yaitu urusan wajib
Pelayanan Dasar yang terdiri dari 12 SKPD, Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar terdiri dari 10 SKPD, Urusan Pilihan terdiri dari 4
SKPD dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang terdiri dari 25
SKPD.

Pada tahun anggaran 2018 (BPPKAD Kabupaten Brebes, 2018),
Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan pendapatan sebesar Rp
2.889.816.641.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
2.854.043.939.110,31 atau sebesar 98,76%. Dibandingkan dengan
realisasi pada tahun anggaran 2017 vyang sebesar Rp
2.856.934.060.543,79 realisasi pendapatan tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar Rp. 2.890.121.433,48 atau sebesar 0,10% dari
realisasi pendapatan tahun lalu. Sementara dari sisi belanja dan
transfer untuk tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Brebes

menganggarkan sebesar Rp. 3.039.225.442.000,00 dan terealisasi
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sebesar Rp.2.825.364.002.156,00 atau sebesar 92,96%. Dibandingkan
dengan realisasi pada tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp.
2.767.707.227.499,00 realisasi belanja tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 57.986.541.134,62 atau sebesar 2,10%. Berikut
ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 dan 2017
beserta realisasinya.

Tabel 3. 1Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun

Anggaran 2018 dan 2017
Na Lirzizn Anpaaran 2018 Realzasi 2018 % Realisasi 2017
i | Pendapatan BRI BIEE1.00000 | ZB54.M3930.11031 | BATE 2 356 0034 060.543.79
2 | Belena Daerah 1039225 (4200000 | 2826340021500 | 9298 LTRT ATTAR102 8
Belana Tidak Lengsung 1.701 651.198.00000 | 1610.26066.484 00 | 8516 1.516.003 857 587 00
Belena Langsung 1T 57424400000 | 1206137 93567200 | 9017 1. 250 4T3 60343438

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten
Brebes menganggarkan pendapatan sebesar Rp3.127.590.616.000,00,-
dan terealisasi sebesar Rp3.096.826.845.150,05,- atau sebesar 99,02%.
Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2018 yang
sebesar Rp2.854.043.939.110,31,- realisasi pendapatan tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar Rp242.782.906.039,74,- atau sebesar
8,51% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja dan transfer untuk tahun anggaran
Brebes sebesar

2019, Pemerintah Kabupaten menganggarkan

Rp3.330.400.416.000,00,- dan terealisasi sebesar

Rp3.132.251.740.580,00,- atau sebesar 94,05%. Dibandingkan dengan



3.25

67

realisasi  pada  tahun  anggaran 2018 sebesar

yang
Rp2.825.364.002.156,00,- realisasi belanja tahun 2019 mengalami
kenaikan sebesar Rp306.887.738.424,00,- atau sebesar 10,86%.
Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 dan
2018 beserta realisasinya.

Tabel 3. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun

Anggaran 2019 dan 2018

No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 | Persenfase% | Realisasi 2013
I |Pendapatan 31273%0.616.000.00 | 3.096.826.843.130,00 0902 2834.043050.11000
1 |Belanja Dastzh 3330.400.416.000,00 | 3.132.251.740.380,00 0403 | 2823.364.002.136,00
Belama Tidak Langsung | 1.817490.038.000.00 | 1.733.673.737.741,00 96,49 | 1619.226.066484,00
Belama Langsung 1.312.909.338.000,00 | 1.378.373.982.839.00 01,12 1206.137933.67200

Hambatan dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah

selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya peran serta kesadaran dan dukungan masyarakat
khususnya wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam upaya
peningkatan pendapatan khususnya PAD

b. Keterbatasan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia
maupun sumber daya yang dimiliki

c. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber

daya alam vyang

berdampak belum tergalinya sumber-sumber pendapatan

disebabkan sarana prasarana yang kurang memadai
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d. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sehingga kontribusi
terhadap pendapatan daerah relative masih kurang

e. Kurang tertibnya administrasi pengelolaan masing-masing SKPD
pengelola pendapatan

f. Kurang akuratnya basis data pendapatan khususnya PAD pada unit-
unit kerja pengelola pendapatan yang berdampak kurang
optimalnya pencapaian target pendapatan

g. Masih rendahnya kontribusi Perusda terhadap PAD disebabkan
belum optimalnya Perusahaan Daerah dalam mengelola usahanya

Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan belanja

daerah diantaranya adalah:

a. Pengelolaan keuangan yang mendesentralisasikan di setiap SKPD
maka dituntut kesiapan SDM untuk melaksankan pengelolaan
keuangan pada setiap SKPD. Permasalahan yang dihadapi pada
setiap SKPD adalah SDM yang ada belum sepenuhnya siap mulai
dari perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai dengan
pelaporannya.

b. Kurang cermatnya beberapa SKPD dalam perencanaan
penganggaran, hal ini akan berakibat adanya beberapa
belanja/kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dan harus

menunggu perubahan APBD
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c. Kebutuhan belanja daerah yang diajukan oleh satuan kerja belum
seluruhnya dapat dialokasikan dalam APBD dalam tahun anggaran
2019 karena keterbatasan pendapatan daerah

d. Dana bantuan baik dari provinsi maupun pusat (Dana Alokasi
Khusus) yang terprogram untuk biaya kegiatan daerah sering
mengalami perubahan atau bahkan tidak mendapatkan alokasi dana

e. Masih adanya SKPD yang kurang disiplin atas anggaran kas yang
sudah ditetapkan dengan SPD (Surat Penyediaan Dana) per
triwulan yang berakibat pencairan dana tidak sesuai dengan
penyediaan dana sehingga mempengaruhi likuiditas keuangan
daerah

f. Program aplikasi sistem informasi keuangan daerag SIMDA dari
BPKP digunakan masih belum sepenuhnya bisa dipahami oleh

masing-masing operator SIMDA di setiap SKPD

Bentuk Upaya Pengendalian dalam Mengantisipatif Hambatan

Tersebut

Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tersebut terdapat

langkah-langkah antisipatif yang dilakukan yaitu:

a. Melakukan perencanaan yang lebih matang dalam saat penyusunan
anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan
yang mungkin terjadi. Sehingga dapat meminimalisir

ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
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b. Melakukan pengkajian alternatif dalam pemecahan masalah
pengadaan barang atau jasa yang gagal lelang. Sehingga dapat
ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah
kondisi serupa.

c. Meningkatkan kapabilitas profesionalisme SDM dalam pengelola
keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang
diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain atau pembinaan
secara mandiri.

d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan dengan fasilitasi pembinaan

yang dilakukan secara proaktif dan intensif.



BAB IV

PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran selama melaksanakan
kegiatan penelitian.
4.1 Keismpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab Il

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes basis sudah
baik, dengan menggunakan basis akrual agar dapat menyajikan kembali
Neraca tahun sebelumnya serta sudah menggunakan aplikasi SIMDA
(Sistem Informasi Keuangan Daerah) sehingga proses penyusunan
Laporan Keuangan sudah berjalan sistematis.

2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran basis yang digunakan adalah
basis kas sehingga pendapatan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada
saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD
dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening Kas
Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD. Hal tersebut sudah menjadi
kebijakan akuntansi yang diterapkan secara formal terkait dengan
perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan
keuangan daerah yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 056
Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Brebes.

71
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3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan
entitas akuntansi/pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Brebes menyajikan laporan
realisasi anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai
dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dan format yang diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2006 yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dari hambatan yang telah dijabarkan pada Bab Il

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya entitas akuntansi/pelaporan melakukan perencaanan yang
lebih matang terhadap dasar kemungkinan yang bisa mengalami
perubahan agar pada saat penyusunan anggaran kegiatan dapat
meminimalisir ketidakefektifan suatu kegiatan.

2. Perlu adanya peningkatan kapabiltas dan profesionalisme SDM terhadap
pengelolaan keuangan SKPD dengan cara mengikuti diklat atau kursus
pelatinan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau yang
diselenggarakan secara mandiri.

3. Perlu adanya peningkatan terhadap koordinasi dalam pengelolaan

keuangan dengan pembinaan secara proaktif dan lebih intensif.
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4. Dalam upaya meningkatkan PAD, Pemerintah daerah seharusnya
mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari potensi yang ada dengan
mecari alternatif-alternatif yang memungkinkan dapat mengatasi
kekurangan pembiayaan sehingga hal ini memerlukan semangat dan
kreatifitas berinovasi dari aparat Pemerintah Daerah salah satunya
adalah staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah Kabupaten
Brebes untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang baru seperti
melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau dengan mendirikan

BUMD sektor potensial.



DAFTAR PUSTAKA

BPPKAD Kabupaten Brebes (2018) Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten
Brebes Tahun 2018, BPPKAD Kabupaten Brebes.

BPPKAD Kabupaten Brebes (2019) Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten
Brebes Tahun 2019, BPPKAD Kabupaten Brebes.

BPPKAD Kabupaten Brebes. Profil diakses dari http://bppkad.brebeskab.go.id

(diakses tanggal 20 Maret 2021)

Dr. Haryanto, C. dan Dr Arifuddin, C. (2018) Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mamuaja, K. F. (2020) ‘Ipteks Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C
Manado’, Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 4(1), p. 24. doi:
10.32400/jiam.4.1.2020.31083.

Niu, F. A. L., Karamoy, H. and Tangkuman, S. (2014) ‘Analisis Penerapan PP.
No. 71 Tahun 2010 Dalam Prnyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamonagu’, 2(71), pp.
714-722.

Pemerintah Kab. Brebes (2011) Pedoman Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Brebes.

Brebes.

74


http://bppkad.brebeskab.go.id/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran SKPD format Permendagri No. 13

Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LAPORAN REALISAST ANGGARAN
ANG BERAKH
UNTUK TAHUN YANG IR SAMPAI DENGAN 3 DESEMBER 20%1 dan 20%0
han 1 Urusan wajin
g 1.20
J MMI‘ Otonomi Daerah, Pemerintshan Umum, Administrasi Keuangan
| ” v Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian
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gt 09 1sasl ©1.20.05.01 DPPK
o
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AN
f ﬁ GGARAN | ReALssast | Fo%/- ‘
\
! . PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
g .l 1 Ppendapatan Pajak Daerah 0K 00X YOO
14.2 Pendapatan Retribusi Daerah 00X 00X 00K
11.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang X000 000 00X
i Dipisahkan
11.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah YOO Y00 000X
2 BELANJA
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG |
21.1 Belanja Pegawal X0 YO0 000X
21.5 Belanja Hibah YO0 YOO OO
22 BELANJA LANGSUNG
12.1 Belanfa Pegawal Y00 00X YOO
2.2 Belanfa Barang dan Jasa X0 00X 00X
2.3 Belanga Modal Y00 Y00 X0
SURPLUS / (DEFISIT)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
e ——
KEPALA SKPD...cconinsinn
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NIP.XO0000KX X000 X XXX
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Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran SKPD format PP No. 71 Tahun

2010
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N
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| ‘
¢
| BELANJA ’
|
| BELANJA OPERASI ‘
)
Belanfa Pegawal '
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]
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Lampiran 3 Dokumen Keuangan SP2D




Lampiran 4 Dokumen Keuangan Buku Kas Umum
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Lampiran 5 Dokumen Keuangan STS A

Lampiran 6 Dokumen Keuangan STS B
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Lampiran 7 Aplikasi SIMDA Keuangan

Lampiran 8 Aplikasi SIPDA
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Lampiran 9 Hasil Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 14.34 WIB

dengan Bapak Kohiman, S.E selaku Staff Bidang Akuntansi. Tujuan dari

wawacara ini adalah untuk memperoleh informasi atau data terkait penelitian yang

akan dibahas oleh penulis. Berikut ini adalah pertanyaan yang diajukan serta

jawaban yang diberikan oleh narasumber.

Penulis

Narasumber

: “Tahapan prosedur yang dilakukan dalam penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran itu bagaimana Pak?”

: “Secara umum penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
untuk proses pendapatannya yaitu ketika suatu SKPD
memiliki setoran pendapatan maka pendapatan tersebut
masuk ke dalam rekening Bank Jateng selaku pemegang
kas umun daerah. Kemudian dari Bank Jateng akan
diteruskan ke Bidang Perbendaharaan yang selanjutnya
akan dilakukan pencatatan oleh Bidang Akuntansi. Setelah
adanya pencatatan atas transaksi tersebut maka akan
disusun Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya, alur
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran untuk proses
Belanja yaitu, Belanja yang sebelumnya sudah
dianggarkan dalam APBD, misal: Belanja untuk gaji maka
prosedurnya yaitu diajukan terlebih dahulu dari SKPD
melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat

oleh Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan
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disetujui oleh Kepala SKPD, maka akan dibuatlah Surat
Permintaan Membayar (SPM). Kemudian Surat
Permintaan Membayar (SPM) ini akan diajukan oleh
masing-masing pengguna anggaran, dalam hal ini
pengguna anggaran yang dimaksud adalah Kepala SKPD.
Lalu, dari Surat Permintaan Membayar (SPM) selanjutnya
akan diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Brebes melalui Bidang
Perbendaharaan. Setelah diverifikasi atau disetujui maka
akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
atas bukti transaksi tersebut. Berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) tersebut selanjutnya akan
diserahkan ke Bidang Akuntansi untuk dilakukan
pencatatan atas bukti transaksi tersebut. Dari Pencatatan
atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut maka
akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.”

: “Apakah ada kendala atau hambatan yang ditimbulkan
dalam pengelolaan pendapatan dan belanja selama tahun

20197~

. “Tentu saja ada, kendala tersebut diantaranya yaitu
keterbatasan sumber daya yang ada baik sumber daya
manusia maupun sumber daya yang dimiliki, kurang

optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang
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berdampak belum tergalinya sumber-sumber pendapatan
disebabkan sarana prasarana yang kurang memadai, belum
optimalnya pengelolaan aset daerah sehingga kontribusi
terhadap pendapatan daerah relatif masih kurang, kurang
tertibmya administrasi pengelolaan masing-masing SKPD
pengelola pendapatan. Serta hambatan yang lainnya sudah
di jabarkan dalam CALK Tahun 2019 silahkan anda baca
sendiri.”

: “Baik Pak, lalu bagaimana langkah-langkah yang diambil
dalam upaya antisipatif terhadap kendala tersebut?”

: “Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipatif
kendala tersebut adalah melakukan perencanaan yang
matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang
didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin
terjadi. Sehingga dapat meminimalisir ketidakefektifan

pelaksanaan suatu kegiatan.”



